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MOTTO 

“Kemakmuran suatu kota sangat ditentukan oleh geliat pasar dan 

perniagaannya, sebab keduanya adalah penggerak utama roda 

perekonomian dan peradaban." 

— Ibnu Khaldun, Muqaddimah, 1377M.
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ABSTRAK 

Faiz Mazda Niamy. Analisis Dampak Penataan Ruang Publik 

Terhadap Perkembangan Umkm Perspektif Maqashid Syariah 

(Studi Kasus UMKM Di Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan) 

Perkembangan UMKM di Kawasan Alun-alun Kajen setelah 

diterapkannya sistem zonasi, serta menganalisis kebijakan tersebut 

berdasarkan perspektif Maqashid Syari'ah. Penataan ruang publik 

melalui penerapan sistem zonasi di Kawasan Alun-Alun Kajen 

merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan 

kawasan yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman. Namun, 

implementasi kebijakan tersebut memunculkan fenomena yang 

beragam terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), terutama terkait perubahan lokasi usaha, jumlah pengunjung, 

serta tingkat pendapatan pedagang dan penyedia jasa. Kondisi ini 

menunjukkan perlunya kajian mengenai dampak sistem zonasi terhadap 

perkembangan UMKM sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip 

kemaslahatan dalam perspektif Maqashid Syari'ah. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang UMKM 

dan penyedia jasa, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP), serta Paguyuban Pedagang Alun-Alun Kajen. Teknik 

analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan 

triangulasi sumber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan ruang publik 

berhasil menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, aman, dan 

nyaman sehingga meningkatkan kualitas ruang publik. Meskipun 

demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak yang berbeda 

terhadap pelaku UMKM. Pedagang dan penyedia jasa yang menempati 

zona strategis mengalami peningkatan jumlah konsumen dan 

pendapatan, sedangkan pedagang dan penyedia jasa di zona yang 

kurang strategis mengalami penurunan omzet sehingga membutuhkan 

waktu untuk beradaptasi. Faktor yang memengaruhi perkembangan 

UMKM meliputi lokasi usaha, jumlah pengunjung, kualitas sarana dan 

prasarana, promosi, kreativitas pedagang dan penyedia jasa serta 

dukungan pemerintah daerah. Berdasarkan perspektif Maqashid 

Syari'ah pada dasarnya telah mengarah pada kebijakan penataan ruang 

publik sehingga terwujudnya kemaslahatan melalui terciptanya 
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ketertiban, keamanan, dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi 

masyarakat. Akan tetapi, aspek pemerataan kesejahteraan dan 

perlindungan harta (hifz al-mal) bagi seluruh pedagang dan penyedia 

jasa masih memerlukan evaluasi agar manfaat kebijakan dapat 

dirasakan secara lebih adil oleh seluruh pelaku UMKM. 

 

Kata kunci: Penataan Ruang Publik, UMKM, Alun-Alun Kajen, 

Maqashid Syari'ah. 
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ABSTRACT 

FAIZ MAZDA NIAMY. The Impact of Public Space Planning Policy 

on the Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in 

the Kajen Town Square Area, Pekalongan Regency: A Maqashid 

Sharia Perspective 

This study aims to examine the development of Micro, Small, and 

Medium Enterprises (MSMEs) in the Alun-Alun Kajen area following 

the implementation of the zoning system and to analyze the policy from 

the perspective of Maqashid Shari’ah. Public space management 

through the zoning system in the Alun-Alun Kajen area represents one 

of the local government’s policies to create a more orderly, clean, safe, 

and comfortable environment. However, the implementation of this 

policy has generated various impacts on the development of MSMEs, 

particularly concerning changes in business locations, the number of 

visitors, and the income levels of traders and service providers. This 

condition highlights the need to examine the effects of the zoning 

system on MSME development while assessing its conformity with the 

principles of public welfare embodied in Maqashid Shari’ah. 

This research employed a qualitative approach using field 

research methods. Data were collected through observation, in-depth 

interviews, and documentation involving MSME traders and service 

providers, the Office of Cooperatives, MSMEs, and Manpower, the 

Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR), the Civil 

Service Police Unit (Satpol PP), and the Kajen Town Square Traders 

Association. Data analysis was conducted through data reduction, data 

presentation, and conclusion drawing, while data validity was tested 

using source triangulation. 

The findings indicate that public space management has 

successfully created a more orderly, clean, safe, and comfortable 

environment, thereby improving the quality of public space. 

Nevertheless, the policy has produced varying impacts on MSME 

actors. Traders and service providers located in strategic zones 

experienced an increase in customer numbers and income, whereas 

those operating in less strategic zones faced declining revenues and 

required time to adapt. Factors influencing MSME development 

include business location, visitor numbers, the quality of facilities and 

infrastructure, promotional activities, the creativity of traders and 

service providers, as well as support from the local government. From 

the perspective of Maqashid Shari’ah, the policy generally reflects the 

realization of public welfare through the creation of order, security, 
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and protection of community economic activities. However, aspects 

related to the equitable distribution of welfare and the protection of 

property (hifz al-mal) for all traders and service providers still require 

further evaluation to ensure that the benefits of the policy can be 

experienced more fairly by all MSME actors.  

 

Kata kunci: Public Space Planning, MSMEs, Kajen Town Square, 

Maqashid Sharia. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ruang publik merupakan bagian penting dalam 

pembangunan perkotaan karena tidak hanya berfungsi sebagai 

tempat interaksi sosial, rekreasi, dan aktivitas budaya masyarakat, 

tetapi juga memiliki fungsi ekonomi sebagai ruang yang mampu 

menggerakkan aktivitas perdagangan masyarakat. Kawasan ruang 

publik yang berada pada lokasi strategis, seperti alun-alun, taman 

kota, kawasan wisata, maupun pusat keramaian, menjadi titik 

pertemuan antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga mampu 

menciptakan peluang usaha, meningkatkan perputaran ekonomi 

lokal, serta memperluas akses pemasaran bagi pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penyediaan ruang publik 

yang tertata, mudah diakses, dan memiliki fungsi ekonomi 

merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam 

mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 

Urgensi ruang publik bagi UMKM semakin dipertegas 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan tersebut 

menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), maupun pihak swasta wajib menyediakan paling sedikit 

30% dari total luas area komersial sebagai ruang promosi dan 

pengembangan usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). 

Ketentuan tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara 

terhadap pelaku UMKM agar memperoleh kesempatan yang sama 

dalam memanfaatkan ruang usaha yang strategis, meningkatkan 

daya saing, serta memperluas akses pasar. Selain itu, biaya sewa 

ruang promosi tersebut juga dibatasi paling tinggi sebesar 30% dari 

harga sewa komersial sehingga pelaku usaha kecil tetap mampu 

mengakses lokasi usaha yang layak. 
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Gambar 1.1 Proposi Area Komersial Alun-Alun Kajen 

 

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan menetapkan kawasan Alun-Alun Kajen 

sebagai salah satu ruang publik yang juga difungsikan sebagai 

pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut sejalan 

dengan arah penataan ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020–2040, yang mengatur 

pemanfaatan ruang agar mampu mewujudkan keseimbangan antara 

fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengaturan lebih lanjut 

mengenai pemanfaatan ruang dilakukan melalui dokumen Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi pedoman dalam penataan 

kawasan perkotaan di Kabupaten Pekalongan. 

Kawasan Alun-Alun Kajen tidak hanya berfungsi sebagai 

ruang terbuka hijau dan pusat aktivitas masyarakat, tetapi juga 

sebagai kawasan perdagangan bagi pelaku UMKM. Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan menerapkan teknis sistem penataan ruang 

publik mulai dari pembagian zonasi pedagang, ukuran 2×2 meter 

hingga 3×3 meter untuk pedagang bongkar-pasang, sedangkan 

lapak semi permanen disesuaikan dengan desain kawasan. Jam 

operasional umumnya dimulai sekitar pukul 15.00 WIB hingga 

22.00 atau 23.00 WIB, sehingga aktivitas perdagangan tidak 

mengganggu fungsi ruang publik pada pagi hingga siang hari. 

Pedagang kaki lima maupun pedagang keliling hanya 

diperbolehkan berjualan pada zona yang telah ditentukan serta 

wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kawasan.  

Ketentuan tersebut diterapkan sebagai bentuk keseimbangan antara 
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kepentingan ekonomi masyarakat dengan fungsi ruang publik 

sebagai fasilitas umum. 

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

merupakan salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian 

nasional Indonesia. Keberadaan UMKM memiliki peran strategis 

karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 

pendapatan masyarakat, serta menjadi instrumen pemerataan 

ekonomi hingga ke tingkat daerah. Dalam berbagai kondisi krisis 

ekonomi, sektor UMKM terbukti memiliki daya tahan yang lebih 

baik dibandingkan usaha skala besar karena karakteristiknya yang 

fleksibel dan berbasis ekonomi kerakyatan (Rahmawati & 

Setiawan, 2023). Keberadaan UMKM tidak hanya dipandang 

sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen 

pembangunan yang berkontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 

(2023) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 

jumlah UMKM tercatat sebanyak 64,19 juta unit, meningkat 

menjadi 64,80 juta unit pada tahun 2022, kemudian mencapai 

65,47 juta unit pada tahun 2023. Jumlah tersebut diproyeksikan 

terus meningkat menjadi 66,15 juta unit pada tahun 2024 dan 

mencapai 66,98 juta unit pada tahun 2025. Selain berkontribusi 

sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, 

sektor UMKM juga mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja 

Indonesia sehingga menjadi tulang punggung perekonomian 

nasional (Hasanah, 2018; Tambunan, 2012). 
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Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI 

Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah UMKM Nasional 

Perkembangan UMKM dalam praktiknya tidak dapat 

dipisahkan dari keberadaan ruang publik sebagai salah satu sarana 

utama aktivitas ekonomi masyarakat. Ruang publik seperti alun-

alun, taman kota, trotoar, pasar rakyat, dan kawasan keramaian 

lainnya sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro untuk 

menjalankan kegiatan ekonominya karena memiliki tingkat 

mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan 

ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial dan 

rekreasi, tetapi juga sebagai ruang ekonomi yang mampu 

mendukung keberlangsungan usaha masyarakat kecil (Wahyudi 

dkk., 2024). 

Keterbatasan akses modal yang dimiliki sebagian besar 

pelaku UMKM menyebabkan mereka sulit mengakses ruang usaha 

formal seperti pertokoan, pusat perbelanjaan modern, maupun kios 

komersial yang membutuhkan biaya sewa relatif tinggi. Ruang 

publik menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk 

menjalankan usaha karena mampu memberikan akses pasar yang 

lebih luas dengan biaya yang relatif terjangkau (Tambunan, 2012). 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang publik memiliki 

peran penting dalam menjaga keberlangsungan usaha masyarakat 
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kecil sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 

Meningkatnya aktivitas ekonomi di ruang publik sering kali 

menimbulkan persoalan dalam tata kelola perkotaan. Pemerintah 

daerah pada umumnya memiliki kepentingan untuk menciptakan 

tata kota yang tertib, nyaman, aman, dan memiliki nilai estetika 

melalui berbagai kebijakan penataan ruang publik. Kebijakan 

tersebut biasanya diwujudkan melalui revitalisasi kawasan, 

relokasi pedagang, pengaturan lokasi usaha, hingga penerapan 

sistem zonasi (Zuhdi, 2015). Meskipun bertujuan menciptakan 

keteraturan dan kenyamanan bersama, kebijakan penataan ruang 

publik dalam praktiknya sering menimbulkan dampak sosial 

maupun ekonomi terhadap pelaku UMKM yang menggantungkan 

aktivitas usahanya pada ruang publik. 

Di Kabupaten Pekalongan, kebijakan penataan ruang publik 

memiliki dasar hukum yang mengacu pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 

2019–2039. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan 

ruang publik yang mampu mendukung fungsi sosial, ekonomi, dan 

lingkungan secara seimbang. Selain itu, Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan juga secara berkelanjutan melaksanakan berbagai 

program pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi 

daerah. 

Sebelum dilakukan revitalisasi kawasan Alun-Alun Kajen, 

aktivitas perdagangan dan penyedia jasa masyarakat berlangsung 

secara relatif bebas dengan pola penyebaran lapak yang tidak 

teratur. Pedagang dan penyedia jasa menempati berbagai titik yang 

dianggap strategis berdasarkan tingkat keramaian pengunjung 

tanpa adanya pengaturan zonasi yang jelas. Kondisi tersebut 

memberikan keleluasaan bagi pedagang untuk menentukan lokasi 

usaha, tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan seperti 

kepadatan kawasan, ketidakteraturan tata ruang, gangguan terhadap 

mobilitas pejalan kaki, serta menurunnya nilai estetika ruang 

publik. Dengan demikian, kondisi kawasan pada saat itu belum 
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sepenuhnya mencerminkan tujuan penataan ruang sebagaimana 

diamanatkan dalam kebijakan tata ruang daerah. 

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan kemudian melakukan revitalisasi kawasan 

Alun-Alun Kajen yang disertai dengan penerapan sistem zonasi 

lapak bagi para pedagang dan penyedia jasa. Kebijakan ini 

bertujuan menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, 

dan representatif sebagai pusat aktivitas masyarakat. Melalui 

sistem tersebut, pedagang dan penyedia jasa ditempatkan pada 

lokasi tertentu berdasarkan kategori usaha dan pembagian zona 

yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Secara fisik, kebijakan 

ini berhasil meningkatkan kualitas kawasan Alun-Alun Kajen 

menjadi lebih rapi dan terorganisasi. Akan tetapi, perubahan pola 

distribusi ruang usaha tersebut juga menimbulkan konsekuensi 

ekonomi yang berbeda bagi para pelaku UMKM. 

Fenomena tersebut terlihat dari perkembangan jumlah 

UMKM di Kabupaten Pekalongan yang terus mengalami 

peningkatan. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 

jumlah UMKM pada tahun 2021 tercatat sebanyak 51.200 unit, 

meningkat menjadi 54.500 unit pada tahun 2022, kemudian 

mencapai 58.000 unit pada tahun 2023. Jumlah tersebut kembali 

meningkat menjadi 61.800 unit pada tahun 2024 dan mencapai 

65.200 unit pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut menunjukkan 

bahwa sektor UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam 

struktur ekonomi daerah dan menjadi sumber penghidupan bagi 

sebagian besar masyarakat Kabupaten Pekalongan (Pratama, 

2023). 
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Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten Pekalongan 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pekalongan 

Salah satu kawasan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi 

masyarakat di Kabupaten Pekalongan adalah Alun-Alun Kajen. 

Sebagai pusat pemerintahan sekaligus ruang publik utama 

kabupaten, kawasan ini memiliki intensitas kunjungan masyarakat 

yang tinggi sehingga menjadi lokasi strategis bagi aktivitas 

perdagangan sektor UMKM. Berbagai jenis usaha seperti kuliner, 

permainan anak, jasa hiburan, hingga perdagangan kebutuhan 

harian berkembang di kawasan tersebut karena tingginya mobilitas 

dan interaksi masyarakat. Keberadaan Alun-Alun Kajen tidak 

hanya berfungsi sebagai ruang sosial dan rekreasi, tetapi juga 

sebagai ruang ekonomi yang menopang keberlangsungan usaha 

masyarakat kecil. 

Pasca revitalisasi kawasan Alun-Alun Kajen, Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan menerapkan sistem zonasi lapak sebagai 

bagian dari kebijakan penataan ruang publik. Melalui sistem ini, 

lokasi usaha pedagang dan penyedia jasa diatur berdasarkan zona 

tertentu guna menciptakan keteraturan dan kenyamanan kawasan. 

Akan tetapi, hasil observasi awal menunjukkan bahwa kebijakan 

tersebut menimbulkan dampak yang berbeda terhadap 

perkembangan UMKM. Pedagang yang memperoleh lokasi pada 
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zona strategis cenderung mengalami peningkatan omzet dan 

jumlah konsumen, sedangkan pedagang yang berada pada area 

pinggiran mengalami penurunan tingkat kunjungan pembeli. Selain 

itu, pengelompokan jenis usaha pada area tertentu juga 

menyebabkan tingkat persaingan antar pedagang menjadi semakin 

tinggi (Sari & Hidayat, 2024). 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara 

tujuan ideal penataan ruang publik dengan realitas yang dirasakan 

oleh sebagian pelaku UMKM. Penataan ruang publik yang 

bertujuan menciptakan keteraturan dan kenyamanan bersama 

berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi apabila tidak 

memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil (Zuhdi, 

2015). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam 

mengenai dampak kebijakan penataan ruang publik terhadap 

perkembangan UMKM, khususnya pada kawasan Alun-Alun 

Kajen Kabupaten Pekalongan. 

Dalam perspektif Maqasid Syariah, setiap kebijakan publik 

idealnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) 

dan mencegah kemudaratan (mafsadah) bagi masyarakat. Salah 

satu tujuan utama syariat adalah menjaga harta (hifz al-mal) 

sehingga kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi 

masyarakat harus mampu menciptakan keadilan distribusi, 

kesejahteraan, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, 

keberhasilan suatu kebijakan penataan ruang publik tidak hanya 

diukur dari perubahan fisik kawasan yang lebih tertata, tetapi juga 

dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan 

kemanfaatan ekonomi yang merata bagi seluruh pelaku usaha yang 

terdampak. 

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep hak atas kota 

(right to the city) yang dikemukakan oleh Lefebvre (1996), yang 

menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama 

untuk mengakses dan memanfaatkan ruang publik secara adil tanpa 

diskriminasi berdasarkan kekuatan ekonomi maupun status sosial. 

Dalam konteks ini, ruang publik tidak hanya dipahami sebagai 

fasilitas fisik milik pemerintah, tetapi juga sebagai ruang bersama 
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yang harus mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh 

lapisan masyarakat. Selain itu, Max Weber menjelaskan bahwa 

aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

material, tetapi juga oleh tindakan sosial dan kebijakan yang 

dibentuk oleh kekuasaan. Menurut Weber (1978), birokrasi modern 

sering kali dibangun berdasarkan rasionalitas instrumental yang 

menekankan efisiensi, keteraturan, dan pencapaian tujuan tertentu. 

Dalam konteks penataan Alun-Alun Kajen, penerapan sistem 

zonasi dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas birokrasi untuk 

menciptakan tata ruang yang lebih tertib dan teratur. Namun 

demikian, Weber juga mengingatkan bahwa dominasi rasionalitas 

birokrasi berpotensi mengabaikan dimensi kemanusiaan dan 

keadilan sosial apabila kebijakan yang diterapkan tidak 

mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat yang terdampak. 

Fenomena tersebut terlihat pada perbedaan akses ekonomi yang 

dialami pedagang akibat penempatan lokasi usaha yang berbeda 

setelah penerapan sistem zonasi. 

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penataan 

ruang publik maupun pemberdayaan UMKM, sebagian besar 

penelitian masih berfokus pada aspek tata kota, kebijakan publik, 

dan ekonomi pembangunan. Penelitian yang secara khusus 

mengkaji dampak penataan ruang publik terhadap perkembangan 

UMKM menggunakan perspektif Maqasid Syariah pada pedagang 

dan penyedia jasa di Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan, 

masih relatif terbatas. Padahal pendekatan Maqasid Syariah 

penting digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan penataan 

ruang publik mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan 

ekonomi bagi masyarakat. 

Melihat adanya kesenjangan antara tujuan ideal penataan 

ruang publik (seperti kebersihan dan keindahan) dengan realitas 

ekonomi yang dialami pedagang dan penyedia jasa (UMKM) di 

lapangan. Saya ingin memotret dampak nyata dari sistem zonasi 

ini, karena pedagangdan peneydia jasa (UMKM) adalah tulang 

punggung ekonomi lokal yang sering kali terdampak secara 

langsung oleh kebijakan tersebut. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: "ANALISIS 

DAMPAK PENATAAN RUANG PUBLIK TERHADAP 

PERKEMBANGAN UMKM PERSPEKTIF MAQASID 

SYARIAH (Studi Kasus UMKM di Alun-Alun Kajen 

Kabupaten Pekalongan)". 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang masalah 

yang telah dijelaskan secara komprehensif di atas, maka fokus 

rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian lapangan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak sebelum dan sesudah adanya kebijakan 

penataan ruang publik terhadap perkembangan UMKM di 

kawasan Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendorong perkembangan 

UMKM terhadap kebijakan penataan ruang publik di Alun-

Alun Kajen Kabupaten Pekalongan? 

3. Bagaimana kebijakan penataan ruang publik sekarang terhadap 

perkembangan UMKM di kawasan Alun-Alun Kajen 

Kabupaten Pekalongan ditinjau dari perspektif Maqasid 

Syariah? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian: 

Sejalan dengan rumusan masalah pokok yang telah 

ditetapkan, maka penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah adanya 

kebijakan penataan ruang publik terhadap perkembangan 

UMKM di kawasan Alun-Alun Kajen Kabupaten 

Pekalongan 

b. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong 

perkembangan UMKM terhadap kebijakan penataan 

ruang publik di Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan 

c. Untuk mengetahui kebijakan penataan ruang publik 

sekarang terhadap perkembangan UMKM di kawasan 

Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan ditinjau dari 
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perspektif Maqasid Syari’ah. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai 

dokumen akademis semata, melainkan dapat memberikan 

kontribusi dan manfaat yang nyata, baik secara teoretis bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, maupun secara praktis bagi 

masyarakat dan pemangku kebijakan. Adapun penjabaran 

manfaat tersebut adalah: 

a. Manfaat Teoretis: 

Secara akademis dan keilmuan, penelitian ini 

diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran baru dan 

memperkaya khazanah keilmuan pada program studi 

Ekonomi Syariah. Penelitian ini secara khusus berupaya 

memperluas ruang lingkup penerapan teori Maqashid 

Syariah yang selama ini lebih banyak digunakan dalam 

kajian lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, 

maupun transaksi ekonomi Islam. Penelitian ini ingin 

menunjukkan bahwa Maqashid Syariah juga memiliki 

relevansi yang kuat sebagai kerangka analisis dalam 

mengevaluasi kebijakan publik, khususnya kebijakan 

penataan ruang publik yang berdampak terhadap 

perkembangan UMKM. Melalui pendekatan Maqashid 

Syariah, kebijakan penataan ruang publik tidak hanya 

dinilai dari aspek ketertiban, estetika, dan efisiensi tata 

kota, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut 

mampu mewujudkan kemaslahatan (maslahah), 

melindungi harta (hifz al-mal), menjaga jiwa (hifz an-nafs), 

memberikan kesempatan usaha yang adil, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan perspektif baru bahwa 

Maqashid Syariah merupakan instrumen analisis yang 

komprehensif dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan 

publik berdasarkan tujuan-tujuan syariat Islam yang 

berorientasi pada kemaslahatan umat. 
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b. Manfaat Praktis: 

1) Bagi Pemerintah Daerah (Pemkab Pekalongan): 

Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai 

bahan masukan, referensi berbasis data lapangan, dan 

evaluasi kritis bagi dinasdinas terkait (seperti Dinas 

Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, maupun 

Bappeda). Harapannya, dalam merumuskan kebijakan 

penataan kota (beautifikasi) ke depannya, pemerintah 

tidak hanya mengedepankan syahwat estetika dan tata 

letak infrastruktur fisik semata, melainkan juga 

menimbang dengan serius sisi kemanusiaan, 

perlindungan ekonomi, dan pemenuhan rasa keadilan 

bagi pedagang dan penyedia jasa sektor informal 

yang mencari nafkah di sana. 

2) Bagi Pelaku UMKM 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi cermin 

sosial, memberikan suntikan pemahaman, dan 

wawasan saling bertukar pengalaman mengenai 

strategi beradaptasi yang paling efektif di lokasi yang 

baru. Selain itu, temuan ini bisa menjadi pengingat 

bagi para pedagang dan penyedia jasa untuk tetap 

memegang teguh prinsip-prinsip persaudaraan 

(ukhuwah) dan persaingan yang sehat, tanpa harus 

menjatuhkan sesama UMKM di tengah kondisi yang 

sulit. 

3) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: 

Bagi dunia akademis, dokumen proposal dan skripsi 

ini kelak dapat menjadi literatur tambahan, referensi, 

atau batu pijakan bagi mahasiswa maupun peneliti 

lain yang memiliki ketertarikan untuk meneliti 

persimpangan multidisipliner antara sosiologi 

ekonomi perkotaan, studi tata ruang publik, 

kesejahteraan sektor informal, dan terapan etika 

bisnis syariah di lapangan. 
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D. Sistematika Pembahasan 

Agar proposal penelitian ini mudah dibaca, dipahami alurnya, 

serta menjaga koherensi antar gagasan, maka penulis menyusun 

sistematika laporan ini ke dalam beberapa bagian utama sebagai 

berikut: 

BAB l Pendahulun, Bab pendahuluan pada penelitian ini 

menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi 

landasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang 

menjadi fokus utama penelitian, tujuan yang hendak 

diwujudkan, serta manfaat yang diinginkan dari hasil 

penelitian. 

BAB II Landasan Teori, Pada bagian landasan teori diuraikan 

mengenai konsep Ruang Publik dan hak atas kota, teori 

perkembangan islam, dan teori Maqashid Syari'ah. telaah 

pustaka, kerangka berpikir, serta uraian teoritis lainnya yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

BAB III Metode Penelitian, Dalam metode penelitian dijelaskan 

mengenai jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, 

subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik keabsahan data, dan metode analisis data. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, Bab ini memuat hasil 

riset dan pembahasannya yang berisikan tentang analisis 

dampak penataan ruang publik terhadap perkembangan 

UMKM dalam perspektif maqashid syari’ah (studi kasus 

UMKM di alun-alun kajen kabupaten pekalongan) 

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, saran dan implikasi dari hasil penelitian serta 

dilengkapi dengan daftar pustaka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dampak Penataan Ruang Publik terhadap Perkembangan UMKM 

di Kawasan Alun-Alun Kajen 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan penataan ruang publik melalui revitalisasi dan 

penerapan sistem zonasi di kawasan Alun-Alun Kajen Kabupaten 

Pekalongan memberikan dampak yang bersifat ganda terhadap 

perkembangan UMKM. Dari sisi positif, penataan kawasan 

berhasil menciptakan lingkungan yang lebih tertata, bersih, aman, 

nyaman, serta meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat 

sehingga aktivitas ekonomi di kawasan alun-alun mengalami 

peningkatan. Akan tetapi, dampak tersebut belum dirasakan 

secara merata oleh seluruh pedagang dan penyedia jasa. Pedagang 

dan penyedia jasa yang memperoleh lokasi strategis mengalami 

peningkatan pendapatan, sedangkan pedagang dan penyedia jasa 

yang berada di area pinggiran mengalami penurunan omzet akibat 

rendahnya intensitas pengunjung. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa sistem zonasi telah menciptakan perbedaan kesempatan 

ekonomi antar pelaku UMKM sehingga manfaat pembangunan 

belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerataan 

kesejahteraan. 

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Perkembangan UMKM di 

Kawasan Alun-Alun Kajen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan 

UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan 

penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendorong meliputi 

meningkatnya jumlah pengunjung setelah revitalisasi kawasan, 

kondisi lingkungan yang lebih representatif, dukungan 

pemerintah melalui pembinaan, pelatihan, fasilitasi legalitas 

usaha, serta keberadaan paguyuban pedagang yang membantu 

koordinasi antar pelaku usaha. Sementara itu, faktor penghambat 

meliputi ketimpangan lokasi usaha akibat sistem zonasi, 

tingginya persaingan antar pedagang, keterbatasan modal 
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usaha, fluktuasi jumlah konsumen, kondisi cuaca, serta masih 

terbatasnya kemampuan sebagian pelaku UMKM dalam 

memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran. 

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan 

pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh 

pembangunan fisik kawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh 

kebijakan pengelolaan ruang publik yang mampu memberikan 

kesempatan usaha secara adil kepada seluruh pedagang. 

3. Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Penataan Ruang Publik dan 

Kesejahteraan UMKM  

Berdasarkan perspektif Maqashid Syari'ah, kebijakan 

penataan ruang publik pada dasarnya merupakan kebijakan yang 

bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum melalui terciptanya 

ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kawasan. Akan tetapi, 

implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan 

penyempurnaan agar sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, 

khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), menjaga jiwa (hifz 

an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz an-

nasl), dan menjaga agama (hifz ad-din). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa sebagian tujuan tersebut telah tercapai 

melalui peningkatan kualitas lingkungan usaha, namun aspek hifz 

al-mal belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat 

ketimpangan akses ekonomi akibat sistem zonasi. Oleh karena 

itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kebijakan secara 

berkelanjutan agar penataan ruang publik tidak hanya 

menghasilkan keteraturan fisik, tetapi juga mampu mewujudkan 

kemaslahatan, keadilan, pemerataan kesempatan berusaha, dan 

kesejahteraan bagi seluruh pelaku UMKM sebagaimana tujuan 

utama Maqashid Syari'ah. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan melakukan 

evaluasi secara berkala terhadap kebijakan penataan ruang publik, 

khususnya sistem zonasi pedagang dan penyedia jasa di kawasan 

Alun-Alun Kajen. Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan 
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aspek pemerataan kesempatan usaha, tingkat pendapatan 

pedagang dan penyedia jasa, serta efektivitas lokasi berjualan 

sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil 

oleh seluruh pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah perlu 

memperkuat program pemberdayaan melalui pelatihan usaha, 

bantuan permodalan, promosi produk lokal, dan pendampingan 

digitalisasi usaha agar daya saing UMKM semakin meningkat. 

2. Bagi Pelaku UMKM dan Paguyuban Pedagang 

Pelaku UMKM diharapkan terus meningkatkan kualitas 

produk, pelayanan, inovasi, serta kemampuan memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai media pemasaran agar mampu 

beradaptasi dengan perkembangan pasar dan meningkatnya 

persaingan usaha. Paguyuban pedagang juga diharapkan dapat 

memperkuat komunikasi dan kerja sama antaranggota serta 

menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi 

pedagang maupun memberikan masukan terhadap kebijakan 

penataan ruang publik yang lebih berpihak kepada kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus 

pada kawasan Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan dengan 

pendekatan kualitatif dan perspektif Maqashid Syari'ah. Oleh 

karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih 

luas, menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, 

serta mengombinasikan perspektif Maqashid Syari'ah dengan 

teori kebijakan publik, ekonomi kerakyatan, maupun 

pembangunan berkelanjutan sehingga menghasilkan kajian yang 

lebih komprehensif mengenai dampak penataan ruang publik 

terhadap perkembangan UMKM. 
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